Mengingat

Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-kota besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

2 | Lampiran 4 : Perwali Juknis Pelaksanaan & Pengendalian Kegiatan



tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan
Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor ... Tahun 20...
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20.. ;
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor ..... Tahun 20..
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 20.. ;
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor ........Tahun 20....
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20....... 3
Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/
/417.111/20.... tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang
Daerah kepada Pengguna Anggaran/ Barang atau Kuasa
Pengguna Anggaran/ Barang untuk Menunjuk Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan/Pejabat
Pengadaan, Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Penyimpan dan Pengurus Barang, Tim Pendukung lainnya,
Tim Teknis dalam pengadaan barang/jasa Tahun 20...
MEMUTUSKAN :
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PERTAMA : Menetapkan pegawai selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Pekerjaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 20..,
sebagai berikut :

Nama
Pangkat/Gol
Jabatan :

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

d. dst
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....

KEEMPAT : Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal....... 20..

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/SATUAN/
BAGIAN* ....SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN*

' 'NIP. ......................... ............. .
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KOP OPD

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 188.4/............. i91Z...120.,.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA/TIM TEKNIS/DIREKSI

LAPANGAN/PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/TIM LAIN KEGIATAN ..........

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS/BADAN/ KANTOR/SATUAN/BAGIAN*

KOTA MOJOKERTO TAHUN 20....

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

a.

1.

bahwa dalam rangka menunjang  kelancaran
danketertiban pelaksanaan kegiatan pada
Dinas/Badan/Kantor/Satuan/ Bagian* ............... Kota
Mojokerto Tahun 20.., maka sesuai dengan ketentuan
Pasal .... Peraturan Walikota Mojokerto Nomor .... Tahun
20.. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun
20.. perlu dibentuk Tim ....... Kegiatan. .. .. 2

Bahwa sehubungan dengan adanya pelimpahan
Kewenangan Pemegang KekuasaanPengelolaan
Keuangan/Barang Daerah kepada Pengguna Anggaran /
Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran / Barang untuk
Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia
Pengadaan / Pejabat Pengadaan, Panitia / Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, Penyimpan dan Pengurus
Barang, Tim Pendukung lainnya, Tim Teknis dalam
pengadaan barang/jasa Tahun sebagaimana dituangkan
dalam Keputusan Walikota Mojokerto =~ Nomor :
188.45/......./417.111/20.... maka dipandang periu
membentuk Tim Pelaksana Swakelola yang ditetapkan
dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
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Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan  Undang-
Undang Nomor

16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
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